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Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat
yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang scbagian atau seluruhnya palsu. Surat
Isu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara
memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun Cﬂng ditujukan pada sebuah
surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah
satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan
surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu
pemaisuan surat kendaraan bermotor.

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak
pidana pemalsuan surat dalam putusan No. 1937/Pid.B/2020/PN Mdn? 3)Faktor-
Faktor apa saja yang menghambat peran Kepolisian dalam penyidikan tindak
pidana pemalsuan surat?

Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian
hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis
ini, acap kali hukum dikonsepsikan scbagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Penerapan hukum terhadap tindak
pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 1937/Pid B/2020/PN Mdn
didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi,
keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan
yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terbukti melakukan
tindak pidana pemalsuan surat. Dalam perkara ini, karena jaksa menggunakan
dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) (pemalsuan surat) dan
dakwaan kedua Pasal 378 (penipuan) sehingga hakim dalam hal memutuskan
perkara ini mengesampingkan dakwaan kedua karena dakwaan pertama sudah
‘erbukti secara yuridis. Faktor penghambat dalam penanggulangan surat palsu inj
adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab
forensik Jaboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang
diduga palsy
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The act of making a fake letter is the act of making a letter that previously did not
exist did ot exist, which is partially or completely fuke. A forged letter resulting
from this deed is called a forged lewter. While forging, is any form of action
directed at_an_existing letter, by deleting, changing or replacing one of the
contents of the letter so that it is different from the original letter. This letter is
called a forged letter. One type of crime that ofien occurs today is the forgery of
motor vehicle letters. The formulation of the problems taken in this research is 1
How is the legal arrangement regarding the forgery of letters in the Criminal
Code? 2) How is the application of material law to the criminal offence of forgery
of letters in judgment No. 1937/Pid.B/2020/PN Mdn? 3)What factors hinder the
role of the Police in the investigation of the criminal act of forgery of letters? In
the research conducted by the author, legal research is currently used that is
normative or normative juridical. In this type of legal research, ofien the law is
conceived as what is written in the laws and regulations (law in books) or the law
is conceptualized as a rule or norm that is benchmark for human behavior. The
results of the research in this thesis are the application of the law to the criminal
act of forgery of letters in Decision Number: 1937 / Pid. B/2020/PN Mdn is based
on legal facts both through witness statements, defendants' statements and
evidence and is based on juridical considerations, namely the indictment and
prosecutor’s demands for the public prosecutor to be proven to have committed
the crime of forgery of letters. In this case, begnuse the prosecutor used
alternative charges, namely the first indictment of Article 263 paragraph (1)
(for, ters) and the second indictment of Article 378 (fraud) so that the
of deciding this case set aside the second charge because the

been juridically proven. The inhibiting factors in the
these forged- letters were the lack of tools, the absence of
e in laboratory forensic lab tests, and the inability (o prove
the allegedly fake letters.





